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BAB II 

NAFKAH ANAK DALAM FORMULASI YURIDIS 

 

A. Pengertian dan Hak-hak Anak 

1. Pengertian Anak 

       Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan 

kedua setelah ayah dan ibu. Sekalipun hasil dari hubungan yang tidak sah 

secara kacamata hukum. Anak mengandung banyak arti apalagi bila kata anak 

diikuti dengan kata lain misalnya anak turunan, anak kecil, anak sungai, anak 

negeri, dan lain sebagainya.
1
 Anak adalah putra putri kehidupan, masa depan 

bangsa dan Negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan agar dapat 

berkembang mental dan spiritualnya secara maksimal.
2
 

       Pengertian anak dalam hukum perdata tidak diatur secara eksplisit. 

Pengertian anak selalu dihubungkan dengan kedewasaan, sedangkan 

kedewasaan tidak ada keseragaman dalam berbagai peraturan perundang-

undangan di Indonesia. Sedangkan definisi anak menurut Hukum yang 

berlaku di Indonesia itu bervariasi menurut sudut pandang hukum itu 

sendiri.
3
 Adapun diantaranya adalah: 

 

                                                           
1
 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, (Bandung: Grafika, 1992), 83. 

2
 Darwan Prints dalam Iman Jauhari, Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Bangsa 

Press, 2003), 80. 
3
 Soepomo, Hak dan Kewajiban Anak, (Bandung: Grafika, 2003), 33. 
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a. Undang-Undang Indonesia 

       Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) pasal 330 ayat 1 

menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur 

genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Sedangkan dalam Undang-

undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 1 angka 5 

menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 

18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, terrnasuk anak yang masih 

dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
4
 

       Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 

yang masih dalam kandungan.
5
 

       Adapun Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974 tidak lugas mengatur 

mengenai kapan seorang digolongkan sebagai anak. Adapun secara 

tersirat dalam pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa syarat perkawinan bagi 

seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin orang tuanya, 

dan pasal 7 ayat 1  menyatakan bahwa minimal usia anak dapat kawin 

yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
6
 

                                                           
4
 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 17. 

5
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

6
 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, 18. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 
 

       Di sisi lain, pasal 47 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum 

melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama 

mereka tidak mencabut kekuasaan orang tuanya. Sedangkan dalam Inpres 

RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai batas 

usia dewasa diatur dalam pasal 98 ayat 1 dinyatakan bahwa dewasa 

adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik dan mental 

ataupun belum pernah melakukan perkawinan.
7
 

       Dari beberapa Undang-undang diatas, anak yang dimaksud dalam 

pemberian nafkah ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 

tahun dan belum pernah menikah.
8
 

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung 

       Dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

tidak ada keseragaman mengenai batas kedewasaan, sebagai gambaran 

dalam putusan Mahkamah Agung No. 53 K/SIP/152 tanggal 1 Juni 1955 

dinyatakan bahwa 15 tahun dianggap telah dewasa untuk kasus yang 

terjadi di wilayah Bali. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 601 

K/SIP/1976, dinyatakan bahwa tanggal 18 November 1976 umur 20 

                                                           
7
 Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 18. 

8
 Ibid., 19. 
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tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah 

Jakarta.
9
 

c. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam) 

       Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang 

dianggap dewasa, Menurut penelitian Supomo tentang Hukum Perdata 

adat di Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang 

diukur dari segi: 1. Dapat bekerja sendiri, 2. Cakap untuk melakukan apa 

yang di syaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung 

jawab, 3. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.
10

 

       Demikian pula dalam hukum Islam, batasan kedewasaan tidak 

berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan 

badaniah, baik bagi anak pria, demikian pula bagi anak wanita.
11

 

 

2. Hak-Hak Anak 

       Dalam ajaran Islam, anak adalah amanah Allah kepada kedua orang 

tuanya, masyarakat, bangsa dan negara sebagai warisan dari Islam, anak 

menerima setiap ukiran dan mengikuti semua pengarahan yang diberikan 

kepadanya.  Oleh karena itu anak perlu dididik dan diajari dengan kebaikan. 

Dalam pandangan dunia internasional, hak-hak anak menjadi aktual sejak 

                                                           
9
 Aminah Aziz, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Medan: USU Press, 1998), 9. 

10
 Darwan Prints dalam Iman Jauhari, Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam, 19. 

11
 Ibid., 20. 
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dibicarakan pada tahun 1942 yang dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa yang 

mengelompokkan hak-hak manusia dan memuat pula hak asasi anak. Selain 

itu hak anak dituangkan dalam Declaration On The Rights Of The Child 

yang dikenal dengan deklarasi hak asasi anak pada tanggal 20 November 

1989.
12

 

       Deklarasi hak asasi anak yang dicetuskan oleh PBB tersebut belum 

dapat dipandang sebagai suatu ketentuan hukum positif. Oleh karena itu 

pemerintah Indonesia telah mengeluarkan keputusan Presiden Republik 

Indonesia (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention 

on The Right of The Child. Langkah yang bijaksana pemerintah Indonesia, 

dilakukan pada tahun 1979 dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 

4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Akan tetapi pada 

operasionalnya Undang-undang tersebut belum begitu mencerminkan suatu 

proses penegakan hak asasi anak yang lebih transparan.
13

       

       Bab III Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur 

mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur jelas dalam ketentuan 

pasal 4 sampai dengan pasal 18, sedangkan kewajiban anak dicantumkan 

pada pasal 19. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang 

Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak:
14

 

                                                           
12

 Yusuf Thalib, Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif, (Jakarta: BPHN, 1984), 33. 
13

 Rina Wijayanti, Hak-hak Anak, (Jakarta: Sinar Pustaka, 2010), 21. 
14

 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, 34. 
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1. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

2. Atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan. 

3. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai 

dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. 

4. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang 

tuanya sendiri. 

5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan 

kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. 

6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 

bakatnya. 

7. Memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan 

pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang 

cacat. 

8. Memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan. 

9. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan 

memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya 

demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan 

kepatutan. 
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10. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak 

yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, 

bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. 

11. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik 

ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, 

penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya. 

12. Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau 

aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi 

kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. 

13. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau 

penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 

14. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. 

15. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang 

dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan 

lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, 

serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak 

yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, 

bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya. 

16. Untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku 

kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum. 
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17. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak 

yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana. 

       Dalam usaha menciptakan kesejahteraan anak di Indonesia, maka perlu 

dalam era pembangunan hukum nasional beberapa aturan hukum yang 

mengatur anak, mendapat perhatian khusus dan perlu pula diselamatkan 

dengan kebutuhan anak-anak sesuai dengan zamannya. Masalah 

perlindungan hukum bagi anak, merupakan salah satu cara untuk 

melindungi anak-anak Indonesia sebagai tunas bangsa.
15

 

       Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi 

dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun 

perlindungan anak ini juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam 

suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus sedapat 

mungkin diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat. Perlindungan anak mengutamakan kepentingan anak dari 

pada kepentingan orang tua.
16

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Abdul Rozak Husein, Hak Anak dalam Islam, ( Jakarta: fikahati Aneka, 1992), 44. 
16

 Iman Jauhari, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami, (Medan: USU Press, 

2001), 20. 
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B. Nafkah Ma>d}iyyah Anak 

1. Pengertian Nafkah  

       Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah 

kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. 

Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan 

pokok itu adalah pangan, sandang, tempat tinggal. Sementara ahli fiqih yang 

lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan.
17

 

       Mengingat banyaknya kebutuhan yang di perlukan oleh keluarga 

tersebut maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan 

pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain tergantung 

kemampuan orang yang berkewajiban membayar atau menyediakannya dan 

memenuhinya.
18

 

       Sedang menurut Kamal Muchtar, nafkah berarti ‚belanja, kebutuhan 

pokok‛. Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-

orang yang membutuhkan.
19

 Adapun yang dimaksud dengan ‚nafkah‛ 

menurut istilah ialah belanja, belanja disini merupakan memenuhi segala 

kebutuhan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain 

yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Selain tempat 

                                                           
17

 Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang: CV. Thoha Putra, 2003), 19. 
18

 Ibid., 20. 
19

 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 

15. 
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tinggal, maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami 

meliputi :
20

 

a. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari. 

b. Belanja pemeliharaan  kehidupan anak-anak. 

c. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.  

       Sedangkan ma>d}iyyah berasal dari kata (ماضي) dalam bahasa Arab 

mempunyai arti lampau atau terdahulu.
21

 Dan disebutkan dalam sebuah 

kamus Indonesia bahwa kata lampau memiliki dua makna yakni: 1) lalu, 

lewat, dan 2) lebih, sangat.
22

 

       Sehingga dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud nafkah ma>d}iyyah anak adalah nafkah lampau atau nafkah 

terhutang, yakni nafkah yang pada waktu setelah terjadinya akad nikah tidak 

dibayarkan seorang ayah kepada anaknya.
23

 

       Seperti yang kita ketahui bahwa dengan terselenggaranya akad nikah 

menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara 

kewajiban suami terhadap istri dan anak yang paling kokoh adalah 

kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (kiswah), maupun 

tempat tinggal. Bila nafkah baik lahir maupun batin tidak di penuhi oleh 

salah satu pihak. Maka seperti halnya dalam kasus lainnya para pihak dapat 

                                                           
20

 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, 44. 
21

 Adib Bisri dan Munawwir  al-Fatah, Kamus Al-Bisri, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1999), 174. 
22

 Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),60. 
23

 Ahmad Rifa’I, Islam dan Masalah Kontemporer, 33. 
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mengadukannya dihadapan pengadilan. Adapun bisa berbentuk gugatan 

rekovensi24
 yang diajukan istri karena kelalaian suami tidak menafkahi 

setelah perkawinan terjadi.
25

 

 

2. Kadar Pemberian nafkah 

       Pada dasarnya nominal kadar nafkah tidak dijelaskan dalam al-Qur’an 

maupun Hadis. Al-Qur’an dan Hadis hanya menyebutkan al-ma’ru@f  yang 

menunjukkan bahwa suami harus memberikan nafkah yang baik kepada 

isteri dan anaknya. Sehingga kata al-ma’ru@f yang masuk dalam kategori 

‘a@mm tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha’ 

dengan alasannya masing-masing. Akan tetapi ada juga yang berpendapat 

bahwa penyebutan kata al-ma’ru@f yang umum tersebut merupakan upaya 

menjaga arah kebijaksanaan al-Qur’an dan Hadis, sehingga tetap relevan di 

setiap masa dan tempat.
26

 Adapun ketentuan nominal kadar nafkah juga 

tidak tercantum dalam hukum positif yang ada di Indonesia. 

       Ketiadaan ketentuan kadar nafkah tersebut tentunya sangat 

mempengaruhi nafkah ma>d}iyyah yang belum terbayarkan. Sehingga dalam 

kasus tersebut sangat diperlukan ijtihad atau pengarahan akal pikiran oleh 

                                                           
24

 Gugat balasan atau gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan 

yang diajukan penggugat kepadanya. Lihat dalam Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan 
Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 56. 
25

 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, 20. 
26

 Ibrahim Jamal, Ibadah, Muamalah dan Suluk, (Jakarta: Imtiyaz, 2002), 192. 
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para hakim. Meskipun begitu ulama empat mazhab telah menawarkan 

ketentuan kadarnya sesuai dengan ijtihad yang mereka lakukan dengan 

penggalian dalilnya masing-masing. 

       Pendapat Golongan Shafi’iyyah dalam menetapkan jumlah nafkah bukan 

diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi sesuai kemampuan. Sehingga  

memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami, bagi suami yang kaya 

(mu@sir) ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 2 mud. Sedangkan bagi yang 

miskin (mu’sir) ditetapkan satu hari 1 mud dan bagi yang sedang 

(mutawassit{) 1 1/2 mud.
27

 

       Golongan H{anafiyyah, Malikiyyah dan H{anabilah berpendapat bahwa 

agama tidak menentukan jumlah nafkah. Maka mereka menyerahkan kepada 

ijtihad masing-masing hakim di daerahnya. Suami wajib memberi nafkah 

kepada isteri dan anaknya secukupnya yang meliputi makanan, daging, 

sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan 

yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. Standar 

ini berbeda menurut keadaan, dan situasi tempat. Mereka menetapkan 

jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya 

atau miskin, bukan dengan melihat bagaimana keadaan isteri maupun 

anaknya.
28

 

                                                           
27

 ‘Abdullah Zaki Alkaf, Terjemah Fiqih Empat Mazhab, (Bandung: Hasyimi, 2013), 388. 
28

 Ibid., 389. 
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       Adapun tidak adanya ketentuan yang pasti menegenai kadar nafkah, 

tetapi suami wajib memberi nafkah kepada isteri dan anak secara al-ma’ru@f. 

Akan tetapi apabila kemudian tidak melunasinya, maka nafkah menjadi 

hutang yang harus dipertanggung jawabkannya. Hutang dalam hal ini sama 

dengan hutang-piutang lainnya yang sah, yang tidak akan gugur dari 

tanggung jawabnya, kecuali kalau dilunasi atau dibebaskan. Demikianlah 

pendapat Shafi’i dan praktek Pengadilan Mesir sejak lahirnya Undang-

undang No. 25 tahun 1929.
29

 

 

3.  Gugurnya Kewajiban Membayar Nafkah 

       Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang istri terikat 

semata-mata hanya untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia 

berhak menikmatinya terus menerus. Maka tepat kiranya Islam 

mewajibkannya suami memberikan nafkah kepada istrinya dan juga anak-

anaknya. Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengurus 

rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. 

Sebaliknya, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan isteri dan 

anak-anaknya, memberi belanja kepada keduanya selama ikatan sebagai 

                                                           
29

 Ibrahim Jamal, Ibadah, Muamalah dan Suluk, 200. 
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suami istri masih terjalin dan istri tidak berbuat durhaka (nusyu>z) terhadap 

suami, atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.
30

 

       Oleh karena itu, nafkah haruslah diberikan kepada istri di mulai dari 

setelah perkawinan dilangsungkan dan nafkah anak semenjak anak 

dilahirkan. Maka, jika nafkah tersebut tidak dipenuhi, ada kewajiban suami 

untuk membayar hutang nafkah yang belum terbayarkan. Karena hutang 

nafkah adalah merupakan hutang suami yang harus dan wajib untuk dilunasi. 

Sehingga disebut juga dengan nafkah  ma>d}iyyah (nafkah terhutang).
31

 

      Pembayaran nafkah anak memang wajib bagi suami, akan tetapi apabila 

suami dalam keadaan benar-benar tidak mampu maka dibebaskan atau gugur 

dalam melaksankan kewajibannya membayar nafkah, sehingga dapat beralih 

kepada isteri atau keluarga terdekatnya. Ketidakmampuan dalam hal ini 

dapat saja disebabkan:  

a. Karena ketidak berdayaannya, atau yang dalam hukum perdata dikenal 

dengan istilah Onmacht. Di mana yang bersangkutan memang tidak 

berdaya untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah anaknya 

disebabkan faktor fisiknya, seperti cacat atau sakit, yang membuatnya 

benar-benar tidak mungkin dapat memenuhi kewajibannya tersebut 

sebagaimana mestinya 

                                                           
30

 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, 24. 
31

 Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di mata Hukum, 56. 
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b. Karena suatu keadaan (situasi) darurat, atau yang dalam hukum perdata 

dikenal dengan istilah Overmacht. Di mana ayah bersangkutan tidak 

dapat melakukan kewajibannya memenuhi nafkah anaknya karena faktor 

keadaan darurat yang datang dari luar. Misalnya karena terjadi bencana 

alam, atau ayah bersangkutan dihukum penjara selama beberapa tahun, 

atau karena situasi kacau (cheos) seperti perang atau kerusuhan yang 

meluas.
32

 

       Adapun tidak ada ketentuan atau aturan yang pasti mengenai ukuran 

mampu atau tidak mampunya seorang suami dalam membayar nafkah, 

sehingga dalam hal ini hakim dituntut melakukan ijtihad dengan melihat 

fakta-fakta yang terjadi, baik dari pengakuan masing-masing pihak atau para 

saksi. Sehingga hal tersebut bisa dijadikan pertimbangan dalam meutuskan 

perkara dengan adil.
33

 

      Karenanya sudah dianggap benar jika seorang istri mengajukan gugatan 

atas hak yang tidak terpenuhi dimasa lalu ketika ia masih dianggap sah 

terikat dalam sebuah perkawinan. Hal ini menjadi hal mutlak istri, sejumlah 

yang terhutang oleh suaminya selama masih berlangsungnya hubungan 

perkawinan antara mereka berdua. Demikian pula jika suami meninggal 

dunia, maka hutang tersebut harus dibayarkan kepada istrinya, sebelum harta 

                                                           
32

 Slamet Abidin dan Aminuddin, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 173. 
33

 Ibid., 174. 
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peninggalannya dibagikan kepada para ahli waris. Kecuali jika istri 

menggugurkan hutang suaminya secara suka rela sepenuhnya, dan bukan 

karena paksaan. Maka dengan demikian hutang nafkah tersebut dianggap 

lunas atau gugur.
34

 

 

C. Konstruksi Hukum Nafkah Anak 

1. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

      Suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga 

masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Disamping itu 

ada hak-hak dan kewajiban yang harus di penuhi dan di dapati satu sama 

lain. Apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing 

pihak suami atau isteri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.
35

 

       Demikian halnya dengan kewajiban dalam pemenuhan nafkah, baik 

mencakup nafkah lahir batin terhadap isteri ataupun nafkah terhadap anak. 

Hal tersebut merupakan salah satu  pokok yang harus diperoleh dalam 

perkawinan, maka jika ada pelanggaran atau kelalaian, pihak yang dirugikan 

berhak mengajukannya ke Pengadilan yang berwenang. Segala apa yang 

disebut dalam pokok persoalan ini telah di atur dalam Bab VI Undang-

                                                           
34

 Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqh Praktis Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat Para 
Ulama, (Jakarta: Mizan, 2002), 139. 
35

 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 55 
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undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri 

dan Bab X tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.
36

 

       Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 

30 menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk 

menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan 

masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 45 disebutkan sebagai berikut: 1) 

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-

baiknya, 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 1 

berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku 

terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.
37

 

       Pada pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan secara tegas menyebutkan bahwa suami wajib melindungi 

isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga 

sesuai dengan kemampuannya. Lebih lanjut, dalam pasal 34 ayat 3 Undang-

undang Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau isteri melalaikan 

kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada 

Pengadilan. Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk 

keperluan hidup rumah tangganya, isteri dapat menggugat ke Pengadilan 

                                                           
36

 Ibid., 59. 
37

 Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, 34. 
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Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh 

pasangan suami isteri tersebut).
38

 

       Pasal ini memberi justifikasi bahwa kedudukan suami sebagai kepala 

rumah tangga atau pemimpin bertanggung jawab memberikan nafkah atas 

keluarganya, artinya ia bertanggung jawab memberikan jaminan terhadap 

kebutuhan pihak-pihak yang berhak memperoleh nafkah yaitu istri dan anak-

anaknya, baik untuk keperluan rumah tangga, pemeliharaan anak maupun 

pendidikan bagi anak sesuai dengan kemampuannya. Dalam peraturan 

Undang-undang Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus 

diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.
39

 

       Selanjutnya dalam pasal 47 dinyatakan sebagai berikut:  1) Anak yang 

belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan 

perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak 

dicabut dari kekuasaannya, 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai 

perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
40

 

       Kekuasaan orang tua ini dapat saja dicabut akan tetapi orang tua tidak 

dibebaskan dari kewajiban memberi biaya nafkah anak. Hal tersebut 

sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 74 

tentang Perkawinan, sebagai berikut:  

                                                           
38

 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, 55. 
39

 Ibid., 56. 
40

 Tim Citra Umbara, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 15 
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1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya 

terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas 

permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus 

keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang 

berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:  

a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. 

b. Ia berkelakuan sangat buruk.  

2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap 

berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan terhadap anak 

tersebut.
41

 

               

        Adapun dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah 

:
42

 

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana 

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan 

memberi keputusannya. 

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam 

kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan 

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

. 

       Adapun dalam ketentuan pasal 41 huruf b, berdasarkan ketentuan 

tersebut diatas dapat diartikan bahwasanya tuntutan perceraian dengan 

tuntutan pemenuhan nafkah anak adalah dua hal yang berbeda. Maka dari itu 

bisa saja tuntutan pemenuhan nafkah anak diajukan terpisah dari tuntutan 

cerai. Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya, 

                                                           
41

 Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Bandung: Grafika, 2002), 55. 
42

 Tim Citra Umbara, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 13. 
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maka ia bertanggung jawab membelanjainya. Hal ini sudah merupakan 

kaidah umum. Demikian halnya dalam sebuah perkawinan.
43

 

 

2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Kompilasi Hukum 

Islam 

       Pandangan ajaran Islam terhadap anak menempatkan anak dalam 

kedudukan yang mulia. Anak mendapat kedudukan dan tempat yang 

istimewa dalam Nash al-Qur’an dan al-Hadits. Oleh karena itu, anak dalam 

pandangan Islam harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, 

pengajaran, keterampilan dan akhlaaqul kariimah agar anak itu kelak 

bertanggung jawab.
44

 

       Masalah anak dalam pandangan al-Qur’an menjadi tanggung jawab 

kedua orang tuanya. Adapun salah satu tanggung jawabnya adalah 

pemberian nafkah anak. Biaya nafkah anak tidak hanya menyangkut biaya 

sandang, pangan, dan tempat tinggal anak semata, akan tetapi juga biaya 

pendidikan anak. Pendidikan ini penting disebabkan dalam ajaran Islam anak 

merupakan generasi pemegang tongkat estafet perjuangan dan khalifah di 

muka bumi.
45

 

       Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam memuat hukum material tentang perkawinan, 
                                                           
43

 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, 56. 
44

 Abdul Rozak Husein, Hak Anak dalam Islam, 33. 
45

 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, 24. 
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kewarisan dan wakaf yang merumuskan secara sistematis hukum di 

Indonesia secara konkret. Maka untuk itu dalam hal ini perlu dirujuk 

mengenai ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang 

mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak.
46

 

       Pengaturan nafkah anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat 

dilihat dalam pasal 80 ayat 2, yaitu bahwa suami wajib melindungi isterinya 

dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai 

dengan kemampuannya. Selanjutnya dalam ayat 4 disebutkan bahwa Sesuai 

dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat 

kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya 

pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak. Selanjutnya 

dalam pasal 81 ditegaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat 

kediaman bagi isteri dan anak-anak.
47

 

       Kewajiban suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 

ayat 4 point (b) dan point (c). Dalam point (b) menyebutkan bahwa suami 

menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan 

bagi isteri dan anak. Sedangkan dalam point (c) juga disebutkan biaya 

pendidikan bagi anak.
48

 

                                                           
46

 Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, 57. 
47

 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 34. 
48

 Ibid., 20. 
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       Pada pasal 156 huruf d menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan 

karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi 

tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak 

tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
49

 

       Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:
50

 

1.  Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 

tangga yang sakiinah mawaddah dan warrahmah yang menjadi sendi 

dasar dari susunan masyarakat. 

2. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-

anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun 

kecerdasannya dan pendidikan agamanya. 

       Adapun apabila ditemukan sebuah fakta apabila orang tua dianggap 

tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya maka hal kewajiban tersebut 

bisa beralih. Dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan 

anak ditegaskan bahwa Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang 

kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua 

orang tuanya tidak mampu.
51

 

       Anak berhak atas penghidupan yang layak, tidak dibeda-bedakan dan 

tidak diperlakukan diskriminatif.  Anak pun tidak berhak untuk 

                                                           
49

 Ibid., 39. 
50

 Ibid., 28. 
51

 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, 58. 
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dieksploitasi, baik oleh orang tuanya maupun masyarakat atau Negara. 

Rasulullah tidak pernah mengeksploitasi anak baik dalam ekonomi maupun 

seksual atau gender. Ubadah bin Al Walid berkata, Rasulullah bersabda, 

‚Berilah mereka makan dari apa yang kalian makan dan berilah mereka 

pakaian dari apa yang kalian pakai‛.
52

 

 

3. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-Undang 

Perlindungan Anak 

       Pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak 

dalam segala aspeknya merupakan landasan yuridis dan bagian penting dari 

kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan kehidupan 

anak dalam berbangsa dan bernegara.
53

 Namun sejalan dengan banyaknya 

perlakuan tidak baik dan tak manusiawi terhadap anak, baik di luar maupun 

di tengah-tengah keluarganya sendiri, maka Negara dalam hal ini pemerintah 

berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. 

       Pasal 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan 

bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 

anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

                                                           
52

 Maftuh Asnan, dkk.  Risalah Fiqh Wanita. 23. 
53

 Aminah Aziz, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Medan: USU Press, 1998), 33. 
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perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak 

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
54

 

       Menurut RI Suharhin, C. disebutkan bahwa demi pertumbuhan anak 

yang baik orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, 

minum, tidur, kebutuhan keamanan dan perlindungan kebutuhan untuk 

dicintai orang tuanya, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan 

kebutuhan untuk menyatakan diri baik, secara tertulis maupun secara lisan. 

Selain itu M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

pemeliharaan anak adalah: 1. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, 

memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup 

anak, 2. Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan 

nafkah anak tersebut adalah bersifat continoue (terus menerus) sampai anak 

itu dewasa.
55

 

       Adapun pembahasan hak dan kewajiban anak dalam Undang-undang 

Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 terdapat pada Bab III dari pasal 4 

sampai pasal 19. Sedangkan pasal 26 Undang-undang Perlindungan Anak 

mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. 

Adapun dalam pasal 26 disebutkan: 

1. Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:  

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. 
                                                           
54

 Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di mata Hukum, 55. 
55

 Bagong Suyanto, dkk, Tindak Kekerasan Terhadap anak Masalah dan Upaya Pemantauaannya, 
Hasil Lokakarya dan Pelatihan, (Surabaya: Lutfhansah Mediatama, 2000), 1. 
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b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan 

minatnya. 

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.  

2. Dalam hal orangtua tidak ada atau karena suatu kewajiban dan 

tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, 

yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.
56

 

       

       Apabila orang tua tidak ada, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan 

tanggung jawabnya, atau tidak diketahui keberadaannya, maka kewajiban 

dan tanggung jawab orang tua atas anak dapat beralih kepada keluarga 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
57

 

       Adapun dalam pasal 30 Undang-undang Perlindungan Anak juga 

menyebutkan bahwa: 1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan 

pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut, 2) Tindakan 

pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
58

 

       Sesuai dengan ketentuan di atas jelas dan tegas untuk meminta 

tanggung jawab mantan suami atas pemenuhan nafkah anak harus dilakukan 

dengan terlebih dahulu mengajukan gugatan mengenai hal tersebut ke 

Pengadilan. Mengupayakan pemenuhan kewajiban mantan suami untuk 
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memberi nafkah anak bisa juga dilakukan melalui jalur hukum pidana. Untuk 

hal ini terlebih dahulu harus mengupayakan laporan polisi bahwa mantan 

suami telah melakukan penelantaran anak.  

       Demikian urgen dan tegasnya ketentuan mengenai kewajiban ayah atas 

nafkah anak, sehingga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 

13 ayat 1 huruf c disebutkan bahwa setiap anak berhak mendapat 

perlindungan dari perlakuan penelantaran, yakni tindakan atau perbuatan 

mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau 

mengurus anak sebagaimana mestinya.
59

 

       Sedangkan dalam pasal 77 huruf b disebutkan bahwa setiap orang yang 

dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang 

mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental 

maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
60

 

       Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, dikatakan penelantaran anak 

apabila si orang tua melakukan tindakan atau perbuatan mengabaikan 

dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak 

sebagaimana mestinya. 
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